
 

 

BUPATI ROKAN HULU 

PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR 17 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU  

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ROKAN HULU, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati 
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rokan 
Hulu Tahun Anggaran 2020;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)  Undang-Undang  Dasar  Republik  
Indonesia Tahun 1945; 

 

  2.  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  53  

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 181,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4880); 
 



  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
 

  4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 
 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID -19) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 

   

  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 
 

  8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 

 

  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
 
 



  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

384); 
 

  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 367); 

   

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID -19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3); 
 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 

ANGGARAN 2020 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3.  Bupati adalah Bupati Rokan Hulu. 

4.  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. 



5.  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang 

selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. 

6.  Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

7.  Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8.  Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

9.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa; 

10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 

rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh 

Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 

bank sentral. 

15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, 

adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening 

tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 

penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. 

17. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima 

oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 70% (Tujuh 



puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa 

secara nasional. 

18. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal 

dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 

tinggi. 

19. Alokasi kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada desa-desa 

dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan 

Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil 

(outcome) pembangunan desa. 

20. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa 

dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten. 

21. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, 

adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu 

Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 

infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya 

disingkat SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran. 

23. Kantor Penyelenggaraan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 

singkat KPPN adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa. 

24 Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD 

adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam 

rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada 

Daerah dan Desa 

25 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis; 

26 Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 

topan, dan tanah longsor; 

27 Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; 

28 Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran 

penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di 

seluruh dunia; 

29 Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa 

adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak 

mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi 

dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 

(COVID-19). 



BAB II 

JUMLAH DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
 

Pasal 2 
 

(1) Desa yang menerima penyaluran Dana Desa adalah Desa yang berada 

di Kabupaten Rokan Hulu. 
(2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 

139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) Desa. 
 
 

Pasal 3 
 

(1) Pemerintah    Pusat    mengalokasikan   Dana Desa    dalam    

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap Tahun Anggaran. 

(2) Besaran  Dana Desa  Tahun Anggaran 2020 dalam APBN  untuk   

Kabupaten  Rokan Hulu  adalah  Sebesar Rp. 143.249.015.000,- 
(Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan 
Juta Lima Belas Ribu Rupiah)  

(3) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 
Anggaran 2020,  dialokasikan secara merata dan berkeadilan 

berdasarkan:  

a. Alokasi Dasar; 

b. Alokasi Afirmasi; 

c. Alokasi Kinerja: dan 

d. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis setiap desa. 

 

Pasal 4 
 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Rokan Hulu dibagi 
jumlah Desa di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah ditetapkan 

dalam  lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020. 

 
 

Pasal 5 

 
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat 
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung  sebesar  1,5 % berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi 

per Desa. 



(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi 

Afirmasi per Desa. 

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk 

Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 

(6) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

AA per Desa  =   AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)} 

Keterangan: 

AA per Desa  =  Alokasi Afirmasi per Desa 

AAKab = Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran Perpres 

mengenai Rincian APBN TA 2020 

DST  =  Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

DT                =    Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah                                       

penduduk miskin tinggi 

 

Pasal 6 
 

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, 

dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan 
keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana 

Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.  
 

 

Pasal 7 
 

Penghitungan alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut: 
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%; 

b. Pengelolaan dana desa dengan bobot 20%; 
c. Capaian keluaran (output) dana desa dengan bobot 25%; dan 

d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%. 
 
 

Pasal 8 
 

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam pasal 7 huruf a dinilai 
dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan 
APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan 

terhadap bidang APB Desa. 
(2) Pengeloaan Dana Desa sebagaimana dalam pasal 7 huruf b dinilai dari 

persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan 

sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase 
pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola. 

 
 



(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dalam pasal 7 

huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan 
persentase capaian output Dana Desa. 

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 7 
huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, 
status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin. 

 
 

 
Pasal 9 

 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung 
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang 

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

 
 
 

Pasal 10 
 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 
AF Desa  = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF 

Kab/Kota 
Keterangan: 
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 
penduduk Desa Kabupaten Rokan Hulu 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin Desa Kabupaten Rokan Hulu 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah 

Desa Kabupaten Rokan Hulu 
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten 

Rokan Hulu 
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Rokan Hulu 
 

 
 

Pasal 11 

 
(1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Kertas Kerja  Penghitungan Dana desa setiap Desa di Kabupaten 
Rokan Hulu tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 
 
 

 



BAB III 

TAHAP PENYALURAN DANA DESA 
 

Pasal 12 
 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil 

pemotongan Dana Desa ke RKD 
(3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Rokan Hulu dan penyaluran dana 

hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindah Bukuan 
Dana Desa dari Bupati 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 
a.  tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh 

persen)  
b.  tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh 

persen), dan 

c.  tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen) 
(5) Penyaluran Dana Desa ke RKD dilaksanakan setelah Kepala Desa 

menyampaikan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD 
mengetahui Camat sebagai berikut: 
a. tahap I  berupa: 

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 
2. Laporan sisa Dana Desa di RKD Tahun sebelumnya 

b. tahap II berupa : 

1. laporan    realisasi   penyerapan   dan   capaian keluaran  Dana   
Desa   tahun  anggaran sebelumnya; 

2. laporan    realisasi   penyerapan   dan   capaian keluaran Dana 
Desa tahap I  menunjukkan realisasi   penyerapan   paling   
sedikit   sebesar 50%   (lima   puluh  persen)   dan  rata-rata 

capaian keluaran menunjukkan  paling sedikit sebesar 35%  (tiga 
puluh lima persen); dan 

c. tahap III berupa : 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) 
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh persen); dan 

2. laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat desa tahun 
anggaran sebelumnya 

(6) Capaian keluaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  huruf b angka 
2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian keluaran dari seluruh kegiatan. 

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran   
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan table 
reperensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume 

keluaran, cara pengadaan, dan capaian pengeluaran. 
(8) Bupati melalui verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan 
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7). 

(9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 

bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang 



layak salur  kepada Kepala KPPN selaku KPA penyalur DAK Fisik dan 

Dana Desa setiap minggu. 
(10) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 

memenuhi kebutuhan infut data, kepala desa menyampaikan 
perubahan table referensi kepada bupati untuk dilakukan 
pemutakhiran. 

(11) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam 

Negeri. 
 

(12) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diverifikasi dan direkomendasikan oleh kecamatan. 
 

 

Pasal 13 
 

(1) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I maka berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan 

ketentuan: 
1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan 

sesuai ketentuan pada pasal 12 ayat (4) dan memenuhi 
persayaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 
ayat (5), dan 

2. Dana Desa tahap I diperioritaskan untuk BLT Desa. 
b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan 

ketentuan: 

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun 
waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap 

bulan masing-masing: 
a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan 

persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan 

keluarga penerima manfaat BLT Desa. 
b. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan 

laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan 
c. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan 

laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua. 

2. Dana Desa tahap II diperioritaskan untuk BLT desa. 
 

 

BAB IV 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

 
Pasal 14  

 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat yang meliputi sesuai dengan prioritas 
pembangunan yang ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020 



(2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang meliputi sesuai dengan prioritas 
pembangunan yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.   

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 

termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.  

(4) Persetujuan Bupati terhadap kegiatan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diusulkan oleh Kepala Desa melalui Camat.  

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 

dalam suatu Keputusan Bupati dan menjadi pedoman Camat pada 
saat evaluasi  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(6) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan  

dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan  masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan  dan  dituangkan  dalam  rencana  
kerja Pemerintah Desa. 

(7) Prioritas penggunaan  Dana Desa sebagaimana dimaksud  pada  ayat  

(1) termasuk kegiatan  dalam rangka  menanggulangi dampak ekonomi 
atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain  

berupa  : 
a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 20l9  (COVID-

19);  dan/atau  

b. jaring pengaman sosial  di Desa 
(8) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman  pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan 

oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi. 
 

 
Pasal 15 

 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, 

dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat Desa setempat dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). 
 

 
Pasal 16 

 

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi 
afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. 

 
 

Pasal 17 

 
(1) Jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Desa kepada keluarga 

miskin  atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. 

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(3) Calon  keluarga penerimaan manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga  miskin  atau   tidak   mampu  yang berdomisili di Desa 

bersangkutan;  dan 



b. tidak termasuk penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan   

(PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja 
(4) Pendataan  calon penerima  BLT  Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dari Kementerian  Sosial 

(5) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Desa berupa: 

a. masa penyaluran BLT- Desa dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) 
bulan; dan 

b. besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus 
ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat  per bulan. 

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan  dalam 

APB Desa  paling banyak  sebesar 35%  (tiga  puluh  lima persen)   dari 
Dana  Desa  yang diterima Desa yang bersangkutan. 

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana  

dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat  
menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah  mendapat 

persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
(8) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana  Desa  termasuk 

pelaksanaan  penyaluran  BLT Desa. 

 
 

 
BAB V  

PELAPORAN DANA DESA 

 
Pasal 18 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa kepada Bupati melalui DPMPD. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

setiap tahap; 
b. sisa Dana Desa di RKD;  

c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa; 

d. Laporan BLT- Desa 

(3)  Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 
tahun sebelumnya disampaikan paling lambat minggu IV bulan 
Januari Tahun berjalan; 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 
Tahap I disampaikan paling lambat minggu I bulan Agustus Tahun 
berjalan 

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 
Tahap II disampaikan paling lambat minggu I bulan Oktober Tahun 

berjalan  
d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

Tahap III disampaikan paling lambat minggu IV bulan Januari 

Tahun berikutnya 
e. sisa Dana Desa di RKD disampaikan paling lambat tanggal 15 

setiap bulan;  



f. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa disampaikan kepada Bupati melalui DPMPD paling lambat 
tanggal 15 Desember tahun berjalan. 

g. laporan Pelaksanaan BLT-Desa sebagaimana dimaksud huruf d 
disampaikan setiap bulan.  

(4)  Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bahan bagi bupati 
dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di 
RKD dan capaian keluaran dana desa. 

(5)  Dalam hal terdapat sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat 
(4), bupati :  
a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa 

di RKD tersebut; dan/atau 
b. meminta aparat pengawas Internal Pemerintahan Daerah untuk 

melakukan pemeriksaan. 
(6)  Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, laporan konvergensi 

pencegahan stunting tingkat Desa Lampiran IV, laporan Pelaksanaan 
BLT-Desa Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

peraturan Bupati ini. 
 
 

 
BAB VI 
SANKSI 

 
Pasal 19 

 
(1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa. 
(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. Pemanggilan; dan 
b. Teguran Tertulis. 

c. penghentian penyaluran Dana Desa. 
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan, jika Kepala 

Desa : 

a. Tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pasal 12; dan 

b. Menggunakan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan Prioritas 

Pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 13. 
c. Terdapat temuan penyalahgunaan Dana Desa dari Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).  
(4) Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan sanksi yang diberikan, 

maka Bupati tidak memproses berkas pengajuan Dana ke KPPN. 

(5) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c proses pengajuan penyaluran dapat dilaksanakan 

setelah adanya rekomendasi persetujuan penyaluran dari APIP. 
(6) Dalam  hal  Pemerintah  Desa  tidak  menganggarkan dan  tidak  

melaksanakan  kegiatan  BLT  Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa 
tahap III tahun anggaran berjalan; 

 

 
 

 
 
 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 20 
 

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

Pasal 21 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu. 
 

 Ditetapkan di Pasir Pengraian 
 pada tanggal 14 April 2020 

  
 BUPATI ROKAN HULU, 

 

 ttd 
 

                     S U K I M A N 

 
Diundangkan di Pasir Pengaraian 

pada tanggal 14 April 2020 Salinan Sesuai Aslinya, 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ROKAN HULU,  
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ABDUL HARIS 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


